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A. PENGERTIAN ZONA INTEGRITAS.

Zona Integritas merupakan dua kata yang dirangkai menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan yaitu kata “Zona” yang berarti “Wilayah atau Daerah dengan pembatasan khusus”. Sedangkan kata “Integritas” dimaksudkan adalah “Konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Dalam Etika “Integritas” diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Oleh karena itu seseorang dapat dikatakan memiliki integritas, apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan dan prinsip kebenaran yang dipegangnya.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa “Membangun Zona Integritas” adalah mewujudkan aparat dalam wilayah tertentu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kejujuran, kebenaran, bebas dari korupsi, suap, pungli dan menerima gratifikasi, sehingga terbangun pemerintahan/lembaga yang bersih dan meningkatnya pelayanan publik secara baik dan konsisten sebagaimana dimaksud dalam Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014.

B. PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS.

Di Kabupaten Temanggung  terdapat beberapa Instansi  yang ditunjuk Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk membangun zona Integritas, salah satunya DPMPTSP Kabupaten Temanggung. Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung  memberikan kepercayaan kepada DPMPTSP sebagai pilot project untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Oleh karena itu pelayanan profesional sudah merupakan keharusan yang mesti diwujudkan oleh DPMPTSP Kabupaten Temanggung, dan tidak realistis jika suatu Intansi Pelayanan Publik tanpa memberikan pelayanan yang terbaik, dan tanpa berusaha meminimalkan ketidak puasan publik dalam proses perizinan.

C. MEMBANGUN  ZONA INTEGRITAS.

Untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti penandatangan Pakta Integritas dan semua pihak mulai Bupati, Kepala DPMPTSP Kabupaten Temanggung, sampai kebawahnya harus mempunyai komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas ini. Perubahan mindset (pola pikir dan budaya kerja) pada semua unsur Instansi terkait proses Perizinan dimulai dari  Bupati,  Pimpian  Instansi, Kabid, Kasi, Staff, sampai dengan Pegawai Honorer harus dilakukan sehingga masing-masing memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik, dan bukan minta dilayani.

Ada 2 hal sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan zona integritas yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan  Nepotisme.

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi baik di tingkat Pemerintahan Pusat maupun pemerintah daerah, implementasinya minim sekali. Dan khusus perintah melaksanakan program wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan instansi pemerintah/ lembaga masing-masing ditujukan adalah sebagai bentuk untuk mengoptimalkan agar terciptanya pemerintahan dan lembaga yang bersih dari KKN.

DPMPTSP  sebagai salah satu Instansi penting dalam  Pemerintahan  di Indonesia harus berbuat untuk mencipakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli, menerima gratifikasi dan praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Saat ini kepercayaan publik terhadap DPMPTSP semakin menurun, anggapan negatif seringkali muncul, praktek koruptif tak bisa lepas dari ketajaman sorotan masyarakat, meskipun DPMPTSP telah berbuat yang terbaik untuk mencegah terjadinya penyimpangan, namun perlu  kesadaran dari elemen-elemen terkait dan Instansi Pendukung belum maksimal merespon keinginan Pemerintah Daerah.
DPMPTSP Kabupaten Temanggung telah menetapkan visinya yaitu “Terwujudnya Proses Perizinan yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel” Target yang ingin dicapai DPMPTSP Kabupaten Temanggung, harus disikapi oleh Intansi pendukung Proses Perizinan , dengan berbuat dan bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi. Tentunya ada komitmen kuat dari Pimpinan Instasi terkait  untuk secara seksama mewujudkan cita-cita luhur.

DPMPTSP yang ditunjuk dan dipercayakan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung untuk membangun zona integritas, diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jangan lagi dibebankan dengan titipan-titipan atau pesanan-pesanan tertentu dari pihak manapun, atau berupa permintaan yang dapat mengganggu pembangunan zona integritas.

Ada beberapa kegiatan yang bersifat kongkrit, untuk menerapkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di DPMPTSP Kabupaten Temanggung  yaitu :

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh BupatiTemanggung, Kepala DPMPTSP Kabupaten Temanggung dan seluruh Pegawai DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

2. Pemenuhan Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dilaksanakan saat seseorang masuk kedalam jajaran PNS DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

3. Penerapan Disiplin Pegawai Negeri ;
4. Penerapan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

5. Penetapan Role Model DPMPTSP Kabupaten Temanggung.
6. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik yang adil, terukur dan akuntabel dengan adanya Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ;

7. Penerapan Keterbukaan Informasi melalui Website, SIPP dan PIE (Public Information Electronic).

8. Penerapan Rotasi Pegawai antar unit/ bidang.

9. Dokumentasi kepegawaian terupdate melalui SIMPEG.

10. Pelaksanaan Pelatihan internal di DPMPTSP: Pelatihan Teknis Gambar IMB , Pelatihan Pelayanan Prima, dan Pelatihan Peningkatan Mutu Pelayanan.

11. Setiap tahun semua Pegawai telah membuat SKP.

12. Telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

13. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tepat waktu.

14. Penerapan analisa resiko.

15. Penerapan Whistleblower System .
16. Pengendalian Gratifikasi.

17. Penanganan Benturan Kepentingan.

18. Penerapan SOP di semua bagian.

19. Rapat Internal dan Pengawasan Bidang.

20. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

D. EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.

Dengan melihat Rencana Pembangunan Zona Integritas yang telah dicanangkan, ada beberapa program yang belum dilaksanakan yaitu :

1. Review SOP Online Single Submition ;

2. Pelatihan internal;

3. Balum adanya beberapa fasilitas  pendukung pelayanan publik ( Ruang Laktasi, Toilet Difabel, dan Tempat bermain anak ) ;

4. Suvey Kepuasan Masyarakat pada periode tahun 2018 belum diperoleh hasilnya ;

E. RENCANA TINDAK LANJUT

Terhadap program kerja yang belum dilaksanakan pada Tahun 2018 akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan terus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Untuk Tahun 2019 akan difokuskan kepada :

1. Pengadaan barang dan jasa ;
2. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang akan direkap dan dipublikasikan setiap bulan;
3. Pembuatan IKU dan LKJIP tepat waktu ;
4. Melaksanakan pelatihan internal ;
5. Melakukan evaluasi  SOP ;
F. PENUTUP

Perilaku korupsi, suap dan pungli membawa pengaruh buruk bagi dunia peradilan, demi mencegah korupsi, suap dan pungli tersebut. Pelaku korupsi dan suap sudah tak takut lagi dan tak peduli lagi dengan penegakan hukum. Mereka juga tak takut lagi dengan hukuman sosial masyarakat. Inilah yang menjadikan budaya koruptif makin subur dan makin brutal. Hanya dengan kebijakan Kepala DPMPTSP yang ketat dan selektif, proses perizinan akan menjadi lebih dihormati dan disegani, tentunya harus terwujud pelayanan prima dan semua pegawai pemerintahan (pelayan masyarakat)  bersih dari KKN.
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